
 
TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK 

TAHUN 2016 – 2021 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25          

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah 

terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23                   

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan 

bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021; 

Mengingat 

 

: 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

 
 

WALIKOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 7 TAHUN 2016 

SALINAN 



2 

 

  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional                       

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan                         

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                      

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor 4578); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008                 

Nomor 19, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008                 

Nomor 21, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012               

Nomor 5, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
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  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8    

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6                    

Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 

Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22                   

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2009-2029; 

18. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan                           

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2005-2025; 

19. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 

Nomor 25 Seri E); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12                   

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan 

Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat 

Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah                      

Tahun 2014 Nomor 12 Seri E); 

  21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 

tentang  Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 2                  

Tahun 2011); 

22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok                   

Tahun 2015 Nomor 9); 
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  Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK  

Dan 

  WALIKOTA DEPOK 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK                    

TAHUN 2016 – 2021. 

   

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Depok. 

2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Depok. 

4. Walikota adalah Walikota Depok. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang 

selanjutnya disebut Bappeda, adalah OPD Daerah yang 

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Perencanaan Pembangunan di Kota Depok. 

7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas 

pemerintahan di bidang tertentu. 

8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau 

Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah. 

 

 

 


